ABSTRAK

Skripsi dengan judul “ Implementasi UU No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara
Republik Indonesia Dalam Pemeliharaan Keamanan Ditinjau Dari Perspektif Fikih Siyasah
(Studi Kasus Polres Tulungagung)” yang ditulis oleh Fanadillah Kurnia Putri, NIM
1860103222226 dengan pembimbing/promotor Dr. Ahmadi Abdul Shomad F. N., M.H.

Kata Kunci: Kepolisian, Pemeliharaan Keamanan, Kamtibmas, Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002, Fikih Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat sebagai salah satu fungsi utama Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemeliharaan keamanan
tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma hukum, tetapi juga berkaitan dengan
efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di tengah masyarakat. Pada praktiknya, masih
terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi pelaksanaan tugas kepolisian, sehingga
diperlukan kajian yang tidak hanya melihat dari aspek hukum positif, tetapi juga dari
perspektif fikih siyasah sebagai bagian dari kajian hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1)
bagaimana indikator keberhasilan pemeliharaan keamanan oleh Polres Tulungagung
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia; (2) bagaimana analisis yuridis terhadap implementasi pemeliharaan keamanan
oleh Polres Tulungagung berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; dan (3)
bagaimana analisis fikih siyasah terhadap implementasi pemeliharaan keamanan oleh
Polres Tulungagung dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan Kketertiban
masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan
kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian
dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma (law in
books), tetapi juga sebagai praktik sosial (law in action).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator keberhasilan pemeliharaan
keamanan oleh Polres Tulungagung dapat dilihat melalui stabilitas keamanan wilayah,
terlaksananya langkah preventif secara konsisten, kecepatan respon terhadap laporan
masyarakat, serta adanya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
Secara yuridis, implementasi pemeliharaan keamanan oleh Polres Tulungagung telah
berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khusushya terkait
tugas dan fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, meskipun
dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan personel,
sarana pendukung, dan tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata. Sementara itu,
dalam perspektif fikih siyasah, implementasi pemeliharaan keamanan tersebut telah
mencerminkan prinsip maslahah ‘ammah, amanah, dan siyasah dusturiyah karena
bertujuan menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
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ABSTRACT

This thesis entitled “The Implementation of Law Number 2 of 2002 concerning the
Indonesian National Police in Maintaining Public Security from the Perspective of Figh
Siyasah (Case Study at Tulungagung Police Resort)” was written by Fanadillah Kurnia
Putri, Student ID Number 1860103222226, under the supervision of Dr. Ahmadi Abdul
Shomad F. N., M.H.
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This research is motivated by the importance of maintaining public security and
order as one of the primary functions of the Indonesian National Police as stipulated in Law
Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. In its implementation,
maintaining security is not only related to the enforcement of legal norms but is also closely
connected to the effectiveness of police duties within society. In practice, various
challenges remain in carrying out police responsibilities, making it necessary to conduct an
analysis that examines not only the positive legal aspects but also the perspective of figh
siyasah as part of Islamic legal studies.

Based on this background, the formulation of the problems in this research are: (1)
how are the indicators of successful security maintenance carried out by Tulungagung
Resort Police based on Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police;
(2) how is the juridical analysis of the implementation of security maintenance by
Tulungagung Resort Police based on Law Number 2 of 2002; and (3) how is the figh
siyasah analysis of the implementation of security maintenance by Tulungagung Resort
Police in carrying out their duties to maintain public security and order.

This study employs a juridical-empirical research method with a qualitative
approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and
then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques.
This approach is used to examine law not only as a set of norms (law in books) but also as
a social practice (law in action).

The results of this research indicate that the indicators of successful security
maintenance by Tulungagung Resort Police can be seen through the stability of regional
security conditions, the consistent implementation of preventive measures, the
responsiveness to public reports, and community involvement in maintaining
neighborhood security. From a juridical perspective, the implementation of security
maintenance by Tulungagung Resort Police has generally been carried out in accordance
with the provisions of Law Number 2 of 2002, particularly regarding the duties and
functions of the police in maintaining public security and order, although several obstacles
are still encountered in practice, such as limited personnel, inadequate supporting facilities,
and uneven levels of public participation. Meanwhile, from the perspective of figh siyasah,
the implementation of security maintenance reflects the principles of maslahah ‘ammah
(public benefit), amanah (trustworthiness), and siyasah dusturiyah because it aims to
maintain public order and provide protection for society.
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